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ABSTRAK

Adanya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap tenaga
kerja ini tidaklah menjamin maksimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja, kenyataannya
masih terdapat banyak persoalan atau masalah yang menimpa para tenaga kerja ini salah satu
persoalan atau masalah yang paling banyak dialami oleh tenaga kerja ini adalah soal
pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan
hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusuan terhadap perkara
perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pertimbangan hukum
majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara dalam
Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/ PN.JKT sebagian besar sudah tepat serta sudah
sesuai dengan aturan serta prosedur hukum yang berlaku hanya saja dalam gugatan pada poin
kedua yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada
Penggugat adalah dengan alasan efisiensi pertimbangan hakim dengan mengabulkan gugatan
tersebut adalah tidak tepat karena dalam pertimbangan tersebut tidak didukung oleh
pembuktian yang cukup kuat.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan, Ketenagakerjaan
ABSTRACT

The existence of legal regulations made by the government regarding the protection of
workers does not guarantee maximum protection of workers, in fact there are still many
problems or problems that befall these workers working relationship. The purpose of this
research is to find out the legal considerations of the panel of judges in determining and
making decisions on cases in Decision Number 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT. Type of
research used in this research is a normative juridical research method with a statutory and
conceptual approach. The legal considerations of the panel of judges in determining and
making decisions on cases in Decision Number 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT are mostly
correct and in accordance with applicable legal rules and procedures, only in the lawsuit on
the second point which discusses the termination of employment by the Defendant to the
Plaintiff is on the grounds that the efficiency of the judge's consideration by granting the
lawsuit is not appropriate because the consideration is not supported by strong evidence.
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A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara
kekuasaan. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan dengan beberapa
unsur pokok seperti adanya pengakuan prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusi,
adanya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang
diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya
prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga
negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali
termasuk dalam hal ini bagi tenaga kerja yang mana dalam hal ini tenaga kerja
mempunyai hak-hak yang harus dilindungi yang mana ranah terkait dengan tenaga kerja
ini berada di dalam lingkunp hukum ketenagakerjaan.t

Tenaga kerja sendiri adalah salah satu unsur pembangunan ekonomi yang
mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas perekonomian suatu
negara. Tenaga kerja yang melimpah diberdayagunakan sebagai penggerak tata
kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Oleh sebab
itu dibutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja yang
jumlahnya melimpah tersebut, namun tenaga kerja yang ditamung tersebut haruslah
memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga
kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan tempatnya bekerja.?

Semakin besarnya kebutuhan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh
perusahaan-perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya, haruslah diimbangi
oleh jaminan akan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja itu sendiri,
untuk mengakomodir hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini membentuk suatu suatu
aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
adanya aturan hukum tersebut sebagai upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja
tersebut, karena dalam hal ini para pekerja secara langsung maupun tidak langsung
mempunyai banyak resiko baik secara fisisk maupun teknis yang dapat dialami oleh
pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Selain adanya aturan tersebut dibutuhkan juga
segi pengawasan yang mumpuni untuk mengawasi kegiatan dan menegakan pelasanaan
peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan peraturan dibidang
ketenagakerjaan, adanya pengawasan ini merupakan salah satu representasi negara untuk
mewujudkan kesejahteraan dan terjaminnnya hak-hak para tenaga kerja secara lebih
terarah dan tersistematis.

Namun meskipun sudah ada aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait
perlindungan terhadap tenaga kerja ini namun kenyataannya masih terdapat banyak
persoalan atau masalah yang menimpa para tenaga kerja ini salah satu persoalan atau
masalah yang paling banyak dialami oleh tenaga kerja ini adalah soal pemutusan
hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks,
karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologi bagi tenaga
kerja yang terkena dampak PHK. Masalah ekonomi karena PHK akan menyebabkan
hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja sebelum terjadinya

Asip Suyadi, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum, Jurnal Surya Kencana Satu Vol. 9
No. 1 Maret, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hal. 6

27ainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
hal. 76

3Mohammad Fandrian Hadistrianto, Praktek Pengawasan Perburuhan Dalam Konteks Penegakan
Hukum Perburuhan Heteronom, Jurnal Surya Kencana Satu Vol 8 No 2 Oktober, Universitas Pamulang,
Tangerang Selatan, 2017, hal. 23
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PHK, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan baru bagi tenaga kerja tersebut,
mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan semakin meningkatnya
harga kebutuhan pokok yang nantinya sangat berat dilewati oleh pekerja/buruh tersebut
apabila ia sudah tidak menerima pendapatan/penghasilan, sedangkan masalah psikologi
yang berkaitan dengan hilangnya status seseorang. Dalam skala yang lebih luas, dapat
merambat kedalam masalah pengangguran dan kriminalitas. Pengangguran yang semakin
tinggi ditambah dengan meningkatnya jumlah kriminalitas di Indonesia tentunya
berdampak buruk bagi negara kita.

Untuk mengatasi persoalan itu sangatlah diperlukan adanya perlindungan yang
maksimal terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas dasar apa untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Secara sosial ekonomis kedudukan
buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu,
ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan
syarat-syarat kerja, mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada majikan
maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan
hukumnya.

Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sangat kompleks dan cenderung
menimbulkan perselisihan, maka mekanisme prosedur PHK haruslah diatur sedemikian
rupa agar pekerja/burun mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-
haknya sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai masalah PHK seperti peraturan
perundang-undangan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan pekerja tersebut dalam Bahasa Belanda disebut arbeids bescherming.
Maksud dan tujuan perlindungan buruh atau perlindungan pekerja adalah agar pekerja
dapat dilindungi dari perlakuan pemerasan oleh pihak pengusaha. Pemerintah sangat
menaruh perhatian terhadap masalah perlindungan pekerja/buruh karena pada umumnya
posisi pekerja masih lemah, sehingga perlindungan kerja dan kesalamatan kerja akan
dapat mewujudkan terpeliharanya kesejahteraan, kesehatan, kedisplinan pekerja yang
berada di bawah pimpinan pengusaha.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut
dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU
DARI PASAL 54 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN” (Analisa Putusan Nomor 145/ Pdt.Sus-
PHI.G/2019/PN.JKT)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan
permasalahan yang akan diteliti dirumuskan yakni bagaimana pertimbangan hukum
majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusuan terhadap perkara
perselisihnan  hubungan industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHIL.G/
2019/PN.JKT?

. Metode Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan maka kami menerapkan metode
penelitian yang mempergunakan metode penelitian berjenis penelitian hukum yuridis
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder belaka. Jenis penelitian ini difokuskan untuk mengkaji serta meneliti materi
hukum, yang ada yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang
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berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dalam hal ini berhubungan dengan
hukum ketenagakerjaan.* Objek kajiannya adalah Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/
2019/PN.JKT dengan pendekatan kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara
sepihak yang mana mana penelitian ini didukung dengan bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal dan sumber lainnya yang memuat penjelasan yang berkaitan secara
konseptual dan teoritis dengan objek kajian yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan
menjatuhkan keputusuan terhadap perkara perselisinan hubungan industrial dalam
Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/ 2019/PN.JKT.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1
ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri  maupun untuk masyarakat. Adapun Klasifikasi tenaga kerja adalah
pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan Kkriteria yang
mana dalam hal ini terbagi menjadi beberapa macam yakni berdasarkan penduduknya
terbagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas kerja terbagai
menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dan berdasarkan kondisinya yang
terbagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan
tidak terlatih.®

Lalu setiap tenaga kerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, menye-
butkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak atas keselamatan kesejahteraan dan
kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.® Sementara itu kewajiban yang harus
dipenuhi oleh para tenaga kerja adalah menjalankan pekerjan sesuai kewajiban, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan dan keahliannya untuk memajukan perusahaan, pengusaha
dan para serikat pekerja/serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam
perjanjian dan wajib memberitahukan isi perjanjian kerja sama atau perubahannya kepada
seluruh pekerja/buruh, menyelesaikan perselisihan yang ada dengan secara musyawarah
dan mufakat, memberitahukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum
melakukan mogok kerja kepada pengusaha dan intansi secara tertulis kepada yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaaan setempat.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dalam Putusan Nomor 145/Pdt. Sus-PHI.G/2019/PN.JKT sengketa para pihak
bermula pada tanggal 22 Maret 2018, tanpa alasan yang jelas Penggugat diberikan Surat
Pemberhentian Hubungan Kerja oleh Tergugat melalui Staf Personalia bernama Devi
Sugiharto yang pada pokoknya berisi Tergugat akan melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja dengan Penggugat per 31 Mei 2018 dengan dasar maupun alasan yang tidak
berdasarkan hukum apapun; padahal dalam saat bersamaan kondisi Tergugat sedang maju
pesat dan telah membukukan laba yang fantastis menurut website resmi Tergugat sebesar

4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjaun Singkat, Rajawali
Pers, Jakarta, 2013, hal. 13
>Dwiyanto Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press.

Yogyakarta, 2006, hal. 45
®Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 133
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Rp. 1.461.000.000.000 pada triwulan ke 1lI tahun 2018. Setelah Tergugat
memberhentikan Penggugat secara sepihak maka Tergugat memberikan uang kepada
Penggugat sejumlah Rp. 50.728.833 yang dimaksudkan sepihak oleh Tergugat sebagai
uang pesangon bagi Penggugat yang terhadap uang itu Tergugat berikan kepada
Penggugat melalui transfer via Bank Nasional Indonesia (BNI) pada 26 Juni 2018. Lalu
Tergugat melalui Staf Personalia bermana Devi Sugiarto berasumsi tanpa dasar hukum
apapun, uang sejumlah tersebut posita 9 di atas telah sesuai dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Dan Menjatuhkan
Keputusuan Terhadap Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Dalam
Putusan Nomor 145/Pdt. Sus-PHI.G/2019/PN.JKT

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki hak yang sama untuk
hidup bebas, namun tak jarang di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tersebut
timbul konflik-konflik sosial. Adanya konflik sosial yang muncul ini tentunya
memerlukan solusi penyelesaian’, seperti halnya konflik yang terjadi di dalam Putusan

Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT Adapun terhadap konflik dalam putusan,

tersebut berikut dibawah ini analisa kami terhadap pertimbangan yang telah hakim buat

yakni:

a. Dalam Eksepsi
1) Dalam pertimbangan hakim dalam eksepsi pada poin pertama ini kelompok kami

setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa

kami eksepsi yang Tergugat ajukan terhadap gugatan penggugat yang pada intinya
menilai bahwa gugatan tersebut tidak cermat serta posita dan petitum tidak sinkron
dengan mempermasalahkan posita gugatan nomor 8, petitum nomor 4 gugatan dan
petitum nomor 2 gugatan penggugat menurut penulis tidak tepat sebab dalam hal
ini antara petitum serta posita yang Penggugat ajukan dipersidangan terkait
gugatan terhadap Tergugat satu sama lain saing terkait dan sinkron dengan pokok
perkara yang Penggugat ajaukan dipersidangan karena masalah terkait efisiensi
serta pernyataan pemutusan hubungan kerja yang Tergugat maksud dalam hal ini
tidak cermat dan tidak sinkron menurut kelompok kami sangat tidak beralasan
sebab dalam hal ini antara posita dengan petitum apabila dipahami maksudnya
maka akan saling terkait satu dengan lainnya sehingga akan membentuk suatu
rangkaian peristiwa yang utuh yang pada akhirnya akan tersambung kepada
gugatan Penggugat dalam pokok perkara kemudian yang terpenting dari semua itu
menurut kami petitum serta posita gugatan Penggugat yang Tergugat
permasalahkan dalam hal ini tidak mengubah substansi pokok perkara yakni
terhadap perselisinan hubungan industrial perihal pemutusan hubungan Kkerja

(PHK). Lalu selanjutnya terkait dengan eksepsi Tergugat lainnya yang menilai

gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) menurut kami juga tidak
tepat sebab dalam hal ini terkait permasalahan status kepegawaian Penggugat
terkait dengan dalil gugatan pada nomor 1 dan dalil gugatan nomor 12 yang

Tergugat permasalahkan itu semua menurut kami hanya berbeda penafsiran antara

kedua belah pihak dari segi yuridis gugatan tersebut tetap sah dan jelas sebab

Penggugat dalam hal ini hanya merepresentasikan bahwa selama Penggugat

bekerja di perusahaan Tergugat sejak 1 Oktober 2005 sampai 31 Mei 2018 secara
terus menerus yang kesemuanya menurut Penggugat statusnya perjanjian kerjanya

"Muhamad Rezky Pahlawan MP, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban
Kekerasan Telaah Berdasarkan Hak Asasi Manusia, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 9 No. 1 Maret,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hal. 127



menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan selalu diperpanjang
setiap tahun namun menurut Penggugat pula secara yuridis seharusnya berdasarkan
Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
adalah bersifat tetap, maka demi hukum sejak awal status hubungan Kkerja
Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),
kemudian terkait dengan Penggugat tidak menyebutkan satupun perjanjian kerja
dan, juga perpanjangan-perpanjangan atas perjanjian-perjanjian yang didalilkan
olen Penggugat tersebut, yang menjadi rujukan pokok permasalahan antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini jelas menimbulkan kebingungan bagi
penyelesaian permasalahan ini, perjanjian kerja yang mana yang Penggugat
maksudkan serta dalam Petitum nomor 3 gugatan a quo juga tidak menyebutkan
perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut kami itu adalah hal-hal yang bersifat
non teknis yang sama sekali tidak dapat menggugurkan gugatan penggugat
seluruhnya secara yuridis. Selanjutnya dalam pokok perkara Tergugat
menyampaikan keberatannya mengenai penggugat bukanlah karyawan tetap
Tergugat menurut kami seperti yang sudah diuraikan sebelumnya hal tersebut
adalah merupakan beda penafsiran antara kedua belah pihak yang sama sekali
bersifat non teknis yang dapat menggugurkan gugatan Penggugat secara
keseluruhan. Berikutnya terkait permasalahan kontrak kerja menurut kami apabila
hal tersebut berakhir secara hukum dan baik-baik maka Penggugat tidak akan
mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial sebab dalam hal ini
Penggugat merasa diberhentikan secara sepihak dan tiba-tiba tanpa pemberitahuan
sebagaimana mestinya bahkan Tergugat pun dalam hal ini hanya diberikan uang
sebesar Rp. 50.728.833 tanpa diberikannya rincian perhitungan yang lebih
terperinci mengenai hak-haknya selama Penggugat bekerja. Selanjutnya Terkait
keberatan Tergugat soal uang pesangon bukan merupakan kewajiban Tergugat
menurut kami juga keliru sebab dalam hal ini Penggugat dalam dalil gugatannya
tidak hanya mengajukan gugatan hanya soal uang pesangon saja melainkan juga
menyertakan hak-hak Penggugat yang seharusnya dibayarkan selama Penggugat
bekerja, lalu perihal masa kerja Penggugat yang Tergugat permasalahkan itu
menurut kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini Penggugat dalam dalil
Penggugat pada nomor 12 gugatan a guo yang menyebutkan Penggugat telah
bekerja pada Tergugat selama 12 tahun 8 bulan dan dalam masa kerja itu
Penggugat belum pernah diputus kerja bahkan hubungan kerjanya perhitungan
secara matematis selama dia pertama hingga terakhir kali dia bekerja dan
perhitungan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perhitungan
yuridis menurut yang Tergugat nyatakan yang mengacu kepada Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dalam hal ini dalil gugatan
tersebut tetap sah menurut hukum, Kemudian terkait dengan keberatan Tergugat
soal paksaan kepada Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan menurut
kami juga tidak tepat sebab dalam hal ini kembali lagi kalaupun tidak ada unsur
paksaan seharusnya gugatan ini tidak akan pernah diajukan oleh Penggugat dan
pasti penyelesaian sengketa secara non litigasi pastilah berhasil namun
kenyataannya Penggugat tetap mengajukan gugatan ini. Selanjutnya mengenai
kejanggalan dalam dalil nomor 13 dari nomor 14 posita gugatan a qua menurut
kami juga tidak tepat sebab dalam hal perbedaan waktu yang dipermasalahkan oleh
Tergugat dalam hal ini tidaklah menjadi alasan bagi suatu gugatan untuk dapat
gugur secara keseluruhan dan juga perbedaan waktu ini tidaklah dapat
membuktikan apapun terhadap diri Penggugat seperti misanya tidak mempunyai
itikad baik sebab dalam hal ini Penggugat juga memiliki bukti-bukti yang dapat
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mendukung gugatannya oleh sebab itu perbedaan waktu yang Tergugat
permasalahkan dalam hal ini sifatnya hanya non teknis terhadap keseluruhan
gugatan yang Penggugat ajukan ke persidangan. Selanjutnya terhadap keberatan
Tergugat soal anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi
Jakarta Selatan menurut kami juga sangat tidak tepat sebab dalam hal ini semua hal
yang terkait dengan anjuran suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota
administrasi Jakarta Selatan tersebut itu adalah hak pribadi yang secara hukum
Penggugat bebas untuk menafsirkan anjuran tersebut dan memilih untuk menerima
atau menolak anjuran tersebut sebab tidak ada satupun aturan hukum yang
melarang Penggugat untuk menafsirkan menerima ataupun menolak anjuran
tersebut maka berdasarkan hal tersebut gugatan dalil-dalil nomor 16 s.d. nomor 21
gugatan a quo, penggugat khususnya pada dalil nomor 19 tetap sah. Dan yang
terakhir perihal keberatan Tergugat terkait perhitungan upah menurut kami juga
tidak tepat sebab dalam hal ini menurut penulis Penggugat mempunyai kebebasan
untuk menghitung berapa upah yang diyakininya benar dan menjadi haknya selama
bekerja diperusahaan Tergugat dan memasuknya dalam salah satu poin
gugatannya.

2) Selanjutnya dalam pertimbangan hakim dalam eksepsi pada poin kedua ini
kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena
menurut analisa kami seluruh eksepsi yang Tergugat ajukan tidak berdasar, tidak
relevan serta mayoritas eksepsinya tidak terkait sama sekali dengan substansi
pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja
seperti yang sudah penulis uraikan di poin pertama sehingga menurut penulis
eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sudah selayaknya untuk ditolak secara
keseluruhan.

b. Dalam Pokok Perkara

1) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan kedua dalam pokok perkara yakni
mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah
dengan alasan efisiensi, kelompok kami tidak setuju dengan pertimbangan yang
hakim buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami memang benar telah
terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini
dibuktikan dengan bukti P-10 berupa Surat Nomor: HKDG/DV.465/UDP.66/2018,
tertanggal 22 Maret 2018, perihal pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja,
Namun yang menjadi permasalahan disini adalah gugatan Penggugat yang
meminta kepada hakim agar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut dilandasai dengan alasan efisiensi ini tidak bisa serta merta
dinyatakan begitu saja harus ada pembuktian lebih lanjut dari kedua belah pihak,
faktanya dipersidangan baik pihak Tergugat maupun Penggugat tidak bisa
membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat
karena alasan efisiensi. Maka berdasarkan hal tersebut menurut penulis dalam hal
ini hakim seharusnya menolak gugatan Penggugat dalam poin kedua yang terkait
dengan persoalan efisiensi tersebut

2) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan ketiga dalam pokok perkara yakni
mengenai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian
kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT), kelompok kami setuju dengan
pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami
apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/Men/V1/2004, menyebutkan
bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
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tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara
tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin serta harus memenuhi
syarat-syarat antara lain harus mempunyai jangka waktu tertentu, adanya suatu
pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, tidak memenuhi syarat masa
percobaan.® Kemudian Terhadap bukti-bukti serta fakta-fakta yang tetrdapat dalam
perkara ini menurut kami apabila dicermati dapat diketahui bahwa Penggugat
menerima perintah untuk melakukan pekerjaan/tugas dari Tergugat pada tahun
2011, 2012 dan tahun 2013; artinya dalam hal ini Penggugat secara teknis sudah
melakukan hubungan kerja dengan Tergugat, kemudian menurut kami apabila
dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/Men/V1/2004 tadi maka sifat
pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tadi bersifat perjanjian kerja dengan
waktu tertentu (PKWT) karena adanya berbagai surat perintah untuk melaksanakan
berbagai pekerjaan dengan jenis yang berbeda-beda (walau jabatannya sama)
dengan jangka waktu tertentu, kemudian dalam hal ini Penggugat juga tidak
disyaratkan masa percobaan apapun oleh Tergugat, hal ini juga dikuatkan dengan
pernyataan dari Tergugat dalam salah satu eksepsinya yang menyatakan Penggugat
dan Tergugat pernah terikat pada perjanjian kerja, yang mana yang terakhir adalah
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kontrak Kerja Profesi No.
HKDG/PS.758/ PKWT/2017 tertanggal 01 Juni 2017 (untuk selanjutnya disebut
kontrak kerja), yang mana PKWT Profesi tersebut Penggugat mempekerjakan
Tergugat sebagai Staf procurement divisi gedung. Adanya bukti dan pernyataan
dari Tergugat tersebut dari segi fakta sudah sangat membuktikan bahwa status
perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

3) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan keempat dalam pokok perkara
yakni mengenai surat pernyataan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat pada bulan
Mei 2018 tentang Pernyataan tidak akan menuntut pemutusan hubungan kerja
adalah batal demi hukum. kelompok kami setuju dengan pertimbangan yang hakim
buat tersebut, karena menurut analisa kelompok kami memang dalam positanya
pada angka 13 Penggugat menyatakan Tergugat via Staf Personalia bernama Devi
Sugiarto memaksa secara sepihak dan melawan hukum kepada Penggugat untuk
menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut Tergugat atas tindakan
pemutusan hubungan kerja Penggugat, yang surat pernyataan itu telah disiapkan
oleh Tergugat dan kemudian dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan tidak
ada alasan sedikitpun bagi Tergugat untuk menekan dan memaksa Penggugat
untuk menandatangani surat pernyatan tidak menuntut, atas kedua pernyataan dari
kedua pihak tersebut menurut analisa kami secara yuridis lemah pembuktiannya
karena dalam perkara ini penulis sama sekali tidak menemukan bukti yang konkrit
yakni surat pernyataan dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat
yang menjadi pokok persoalan di dalam gugatan ke empat ini sehingga berdasarkan
hal tersebut memang sudah seharusnya hakim menolak gugatan dalam poin
keempat Penggugat ini karena nilai kekuatan pembuktiannya yang secara yuridis
lemah

4) Dalam pertimbangan hakim pada poin gugatan kelima dalam pokok perkara yakni
mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan rincian uang pesangon

8Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Cet. I, Raja
Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 61



sebesar Rp. 157.386.006 uang penghargaan masa kerja sebesar Rp. 43.718.335
uang penggantian hak yang terdiri dari uang cuti besar sebesar Rp. 104.924.004
uang pengganti perumahan dan pengobatan sebesar Rp. 30.165.651 kelompok
kami setuju dengan pertimbangan yang hakim buat tersebut, karena menurut
analisa kami dalam hal ini Penggugat tidak memberikan bukti secara rinci terhadap
jumlah gaji yang diterimanya selama Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat
justru sebaliknya bukti dari Tergugatlah yakni bukti T-1 yakni berupa perjanjian
kerja waktu tertentu kontrak kerja profesional Nomor: HKDG/PS.758/PKWT/
2017 yang dijadikan acuan oleh hakim untuk mengetahui jumlah gaji Penggugat
tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menghitung kompensasi yang
seharusnya diterima oleh Penggugat, Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh
hakim didapat Jumlah keseluruhan gaji Penggugat yakni sebesar Rp7.430.000
kemudian dalam positanya dalam gugatan ini Penggugat juga memasukan item
uang cuti besar namun dalam hal ini Penggugat juga tidak merinci dan tidak dapat
memberi bukti yang konkrit perihal cuti tersebut dalam kepentingan apa dan ada
dalam jumlah berapa cuti tersebut sehingga item uang cuti yang terdapat dalam
gugatan ini menurut kami memang sudah seharusnya ditolak oleh hakim, setelah
semua komponen tersebut dijumlahkan dan dikurangi dengan uang yang sudah
ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat maka didapat hasil kompensasi
pemutusan hubungan kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat
adalah sebesar Rp94.527.667 sehingga berdasarkan hal tersebut menurut kelompok
kami pertim- bangan hakim dalam poin gugatan kelima Penggugat ini memang
sudah seharusnya untuk dikabulkan sebagian.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka kelompok
kami dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam
menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisinan hubungan
industrial dalam Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT sebagian besar sudah
tepat serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai dari ditolaknya secara
keseluruhan eksepsi dari pihak Tergugat karena dalam hal ini eksepsi pihak Tergugat
tidak cukup kuat dan relevan dari segi teknis maupun yuridis untuk dapat membuktikan
gugatan pihak Penggugat menjadi tidak cermat serta tidak sinkron tidak jelas atau kabur
(Obscuur Libel). kemudian dari sisi pertimbangan terhadap gugatan Penggugat dalam
pokok secara keseluruhan sudah tepat karena mengacu kepada aturan hukum, bukti serta
fakta yang dihadirkan dipersidangan hanya saja dalam gugatan pada poin kedua yang
membahas mengenai pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat adalah
dengan alasan efisiensi pertimbangan hakim dengan mengabulkan gugatan tersebut
adalah tidak tepat karena dalam pertimbangan tersebut tidak didukung oleh pembuktian
yang cukup kuat.
2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka kelompok
kami memberikan saran yakni diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam
sektor ketenagakerjaan baik itu pemerintah sebagai regulator, pengusaha dan tenaga kerja
agar bersinergi satu sama lain dan membangun relasi yang baik satu sama lain melalui
wadah atau program-program yang baik yang diciptakan bersama oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut guna untuk menciptakan iklim yang
baik serta kndusif di dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia
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